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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NOTA DINAS
Yth : Direktur Jenderal Imigrasi
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI.1-UM.01.01-3172
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Konsep Surat Penyampaian Instruksi Menteri
Hukum dan HAM tentang Pelaporan Gratifikasi
Tanggal : 19 Juni 2012

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2012 tentang Pelaporan
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan
tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dengan hormat disampaikan konsep surat Direktur Jenderal
Imigrasi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang
memuat:

1. Permintaan untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan pelaporan gratifikasi
di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pengendalian gratifikasi
berdasarkan Instruksi Menteri tersebut diatas kepada setiap Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing;

2. Menjadikan pemahaman dan pedoman materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya yang berkaitan dengan
gratifikasi; dan

3. Menjadikan pemahaman, pelaksanaan dan pedoman Standar Operasional
Prosedur tentang Pelaporan Gratifikasi dan Standar Operasional Prosedur tentang
Pelaporan Penolakan Atas Pemberian Gratifikasi yang merupakan lampiran
Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
01.PW.03.03 Tahun 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Imigrasi
sependapat serta tidak ada pertimbangan lain mohon kiranya berkenan untuk
menandatangani surat dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima
kasih.

Plt. Sekretaris Ditjen Imigrasi,

Drs. Rindang Napitupulu
NIP. 19540109 197903 1 001
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Pemberian Gratifikasi yang merupakan lampiran Instruksi Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2012.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

T Direktur Jenderal Imigrasi,
KONSEPTOR [o—j—
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NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta-Selatan

Nomor : Jakarta, Juni 2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Instruksi Menteri Hukum

dan HAM tentang Pelaporan Gratifikasi

Yth. 1. Kepala Kantor Imigrasi
2. Kepala Rumah Detensi Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2012 tentang Pelaporan Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan tindak
lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, disampaikan kepada saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung dan mewujudkan pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pengendalian gratifikasi, meningkatkan
persepsi positif dan kepercayaan publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

2. Menyampaikan Instruksi Menteri dimaksud kepada setiap Pejabat, Pegawai Negeri
Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing;

3. Memahami dan mempedomani materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya yang berkaitan dengan
gratifikasi;

4. Melaporkan setiap pemberian yang termasuk dalam kategori gratifikasi kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditembuskan kepada Inspektorat
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mekanisme:

a. kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja kepada KPK sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud;

b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan mengisi
formulir yang telah ditetapkan oleh KPK dan melampirkan dokumen yang
berkaitan dengan gratifikasi (formulir dapat diunduh/downloads di situs
www. kpk.go.id); ‘

5. Menyampaikan penolakan atas pemberian gratifikasi dengan mengisi formulir
yang telah ditentukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

(formulir dapat diunduh/downloads di situs www.itien.kemenkumham.go.id); dan

6. Memahami dan mempedomani Standar Operasional Prosedur tentang Pelaporan
Gratifikasi dan Standar Operasional Prosedur tentang Pelaporan Penolakan Atas



Pemberian Gratifikasi yang merupakan lampiran Instruksi Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2012.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Imigrasi,

BAMBANG IRAWAN
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.
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